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LEMBARAN DAERAH 

KABUPATEN KEBUMEN 
NOMOR :  4  TAHUN  2008   SERI : E   NOMOR : 2 

 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN 
NOMOR  4  TAHUN 2008 

 
TENTANG 

 
IZIN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN SWASTA, 

IZIN INDUSTRI RUMAH TANGGA MAKANAN MINUMAN  
DAN IZIN PENGOBAT TRADISIONAL  

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI KEBUMEN, 
 

Menimbang  
 
 
 
 
 

 

: a. bahwa untuk pembinaan, pengendalian dan 
pengawasan serta peningkatan mutu penye-
lenggaraan pelayanan kesehatan, industri rumah 
tangga dan pengobatan tradisional di Kabupaten 
Kebumen, maka perlu mengatur Izin 
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta, 
Izin Industri Rumah Tangga Makanan Minuman 
dan Izin Pengobat Tradisional; 
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Mengingat 
 

 
 
 
 
 
 
 
: 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk 
Peraturan Daerah tentang Izin Penyelenggaraan 
Pelayanan Kesehatan Swasta, Izin Industri 
Rumah Tangga Makanan Minuman dan Izin 
Pengobat Tradisional. 

 
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3209); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3495); 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang 
Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4431); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 
tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1950;  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3258); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 
tentang Kesehatan (Lembaran  Negara Republik  
Indonesia  Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3637); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun 
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
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Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan 
Peraturan Perundang-undangan; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen 
(Lembaran Daerah Kabupaten  Kebumen Tahun 
1989 Nomor 7).   

 
 
 

Dengan Persetujuan Bersama   
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
 KABUPATEN KEBUMEN 

dan 
BUPATI KEBUMEN 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN 
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESE-
HATAN SWASTA, IZIN INDUSTRI RUMAH 
TANGGA MAKANAN MINUMAN DAN IZIN 
PENGOBAT TRADISIONAL. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal   1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Kebumen. 
4. Dinas/Instansi yang berwenang adalah Dinas/Instansi di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Kebumen yang mempunyai kewenangan 
untuk menerbitkan Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan 
Swasta, Izin Industri Rumah Tangga Makanan Minuman dan Izin 
Pengobat Tradisional. 

5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan 
Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara, Badan 
Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan/atau bentuk badan usaha 
lainnya. 

6. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta, Izin Industri 
Rumah Tangga Makanan Minuman dan Izin Pengobat Tradisional 
adalah izin yang diberikan Bupati terhadap penyelenggaraan 
pelayanan kesehatan swasta, industri rumah tangga makanan 
minuman dan pengobatan tradisional termasuk sarana pelayanan 
kesehatan swasta. 

7. Pelayanan Kesehatan Swasta adalah bagian integral dari jaringan 
pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh perorangan, 
kelompok atau yayasan yang meliputi upaya penyembuhan (kuratif) 
dan pemulihan (rehabilitatif). 

8. Pelayanan Medik Dasar adalah pelayanan medik terhadap individu 
atau keluarga dalam masyarakat yang dilakukan oleh tenaga 
kesehatan dokter umum atau dokter gigi. 


